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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban mat 
Islam yang mnampu sesuai tuntnan Al-qurhn dan 
Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan 
sumber dana yang potensia) bag upaya mewujudkan 
kesejanteraan masyarakat, 

b. bahwa dalam rangka mengopumalkan pengelolaan 
zahat sebagai potensi umat Islam yang dapat 
disumbangkan dalam pembangunan masyarakat 
Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu 
pengelolaan zakat secara amanah [professional, 
transparan, akuntabel dan bertanggung jawab; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perl 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Zakat 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822), 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) 
scbag airmana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 200O 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghas~lan (lembaran 
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200O Nomor 127, Tambahan 
NO1or 3985, 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Negara Tahun 
Lembaran Negara 
Undang-undang 
P ' ' ,. � ')" ""'' . .,. '""'�""�" (bentUkKa tfattran rtueuuguoooooooo 

(Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 220II 
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomnor 5234), 

4. Undang Undang Notor 23 Tahun 20I1 tentang 
Pengelolaan Zakat tLembaran Negara Republ 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5255l; 

5. Undang-undang Nono- 8 Tahun 2013 tentang 
embentukan Kabupaten olaka Timur di Prov1st 

Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahu 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran 
Negara Repubhik Indonsia Nomor 5401 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
emerintatan Daerah (Lembaran Negara Repubhik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagamana telah diubah beberapa kah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Uembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 
NOmor 5679; 

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 
Tahu 2005 tentangPengelolaan, Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578], 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintaan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota; [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran 
Negara Noor 4737, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 22010 
tentang Zakat tau Sumbangan Keagamaan Yang 
Sifatnva Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari 
Penghasilan Bruto [Lembaran Negara Repablik 
Indonesia Tahun 20IO NOmor 98, T ambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nornor 5148) 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 38, Tambahan 
Lemnbaran Negara Republik Indonesia NOmor 5508) 

1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
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2.Peraturan Badan Ail Zakat Nasional Nomor 0I Tahun 
2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengauan 
Pertuimbangan Pngangkatan/Pemberhentan Pimpinan 
Hadan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan 
Amil Zakar Nasional abupaten/ota, 

13. Peraturan Badan Ami Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pemberian RRekomendasi zin 
Pernbentukan Lembaga Ari! Zakat 

Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
Dan 

BUPATI KOLAKA TIMUR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Didalam eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

Dacrah adalah habupaten Kolaka Timur 
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah abupatun 
olaka Tur 

aalah Bupati Kolaka Tau 
Pewakilan Rakyat Darrah yang selanjutnya 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Kolaka Timur 
S. Kepala Kantor Dcpartemen Agma adatah Kepala 

Departemen Agama Kabupaten laka Tur 
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanju mya 

dsebut BANAS adalah lembaga yang melakukan 
pengelolaan zakat secara nasional 
BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi SULAWESI 
TENGGARA 

8. BANAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Kolaka 
Tur 

3 Bupat 
4 Dewar 

dsebut 

I Daerah 

I 
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ketentuan agama 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

pengawasan 
pedistnbusian 

16. 

I4. 
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19. 

18. 

Pasal 2 
Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk membenikan 

9. Lembaga Amil Zakat yang selanjumya disingkat LAZ 
adalah lembaga yang dibentk masyarakat yang 
merliki tigas membantu pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendavasunaan zakat 
er 

1O. Unit Pengumpu! Zakat yang selanjutnya disingkat 
UP adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh 
BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat 

1 Zakat adalah hara yang wajib disisihkan oleh scorang 
muslim atau Badan yang dimiiki oleh orang muslim 
sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 
syariat Islam 
Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib 
mengcluarkan zakat 

13. Mustahi adalah Orang atau Badan yang berha 
menerima zaa 
Pengelolaan zakat adalah kegatan Perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan 
terhadap pendataan, pengumpulan, 
dan pendayagunaan zakat 

15. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang 
dimiki sescorang atau badan yang arena tu 
diwajibkan zakat 
Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang 
harus ditunaikan/diserahkan. 

17 Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 
Shadaqah adalah hart atau nonharta yang 
dikcluarkan scorang muslim atau badan usaha diluar 
zakat untuk kemaslahatan umum 
Hibah adalah pembenan ang atau barang oleh 
seseorang atau badan yang dilaksanakan pada wakt 
orang tu hidup kepada badan amil zakat. 

20. Wasiat adalah pesan ntuk memberikan suatu barang 
kepada Badan Amil Zakat, pesan tu baru 
dilaksanakan sesudah pembeni wasiat meninggal 
dumnia dan sesudah disclesaikan penguburannya dan 
peiunasan utang tang ika ada. 

21 Waris adalah harta peninggalan seseorang yang 
beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil 
Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan 
yang berlaku 

22 Kafarat adalah denda wajjib yang dibayar kepada 
Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar 
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perlindungan, pernbinaan dan pelayananan 
Muzak.ki, Mustahi dan Amil Zakat 

kepada 

Pasal 3 
Pengelolaan Zakat beruuan untuk 
a. Meningkatkan pelayanan bag rasyarakat dalam 

menunaikan akat sesuai dengan tuntutan agama, 
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata 

kcagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 
mnasyarakat dan keadilan sosial, 

c Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat 

BAB III 
ORGANISASI 

Pasal 4 
mengusulkan terbentuknya 

Kabupaten Kolaka Timur kepada 
bimbingan Masyarakat Islam 
setelah diadakan Fit Profer 

(6) 

( .5) 

(2 

Bupati dapat 
Pengurus BAZNAS 
Direktr Jenderal 
Kementerian Agama 
Tes olch DPRD 
Sebelum pengusulan sebagaimana dimaksud pa(a 
ayat (I) terlebih dahulu Bupati melalui Bagian Kesra 
membentuk tim seleksi untuk melaksanakan seleksi 
calon pengurus BAZNAS Kabupaten 

[3) Tim seleksi calon pengurus Baznas sebagaimana 
dimaksud ayat [2) terdiri dari unsur 
Pemerintah,DPRD, MUI, dan Tokoh Masyarakat 

(4] Hasil seleksi Calon Pengurus Baznas yang 
dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang diajukan kepada DPRD ntuk fit 
And proper test jumlahnya harus lebih 3 (tiga) 
atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dari jumlah 
Pengurus Baznas Kabupaten 
Fit and Proper Tes DPRD sebagaimana dimaksud 
pa(da ayat (4) dilaksanakan oleh Komisi yang 
membidangi dan dapat mengikuti sertakan unsur 
Kemenag Kolaka Tirur dan Baznas Propinsi 
Tata cara pelaksanaan ftn profer tes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5 ditentukan Komis; DPRD 
berdasarkan Tat1b DPRD, 

(1 

(7) Tata cara dan aturan pelaksanaan seleksi 
pemilihan pcngurus Baznaz Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan 
ditetapkan oleh Tim Selcksi pengurus Baznas 
Kabupaten 

(I) Banas 
drnasud 

Pasal S 
Kabupaten Kolaka Timur sebageimana 
dalam Pasal 4 merupakan organisasi 

5 



BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, 
KABUPATEN DAN LAZ 

vertkal yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada BAZNAZ Provins 

(2) Baas Kabupaten Kolaka Traur sebagairana 
dimaksud pada ayat (lj melaksanakan ugas dan 

fungsi BAZNAS pada tingkat abupeaten sesua 
dengan kebijakan BAZNAS. 

6 

dan 

' 

kerja 
pada 

mengeluarkan 

Administratif, 
kegiatannya; 

untuk 

dapat menf asilitasi 
pembinaannya disetiap 

Pasal 8 
berkewajiban 

Pasal T 

Dela melaksanakan gas dan fungsinya 
BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur membentuk UPZ pada 
SiPD, badan usaha milk dacrah,perusahaan swasta, 
wilayah kecamatan, wilayah Desa/kelurahan at 
nama lainnya, dan tcmpat lainnya 
Ketentuan mengenai organisasi dan tata 
BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur maengact 
ketentuan Peraturan Perundang undangan 

Pasal 6 

( Muzak.ki 
zakatnva 

(3] Pemerintah Dacrah 
pembentukan LAZ disertai 
Desa/Kelurahan 

(l) LA dapat dibentuk oleh masyarakat melalui Lembaga 
Pemerintahan Desa serta oleh Organ1sast 
kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang 
pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar sebagai 
organisasi kemasyarakatan di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
dalam negen 

(2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: 
a. Berbenrtuk lembaga berbadan hukur; 
b.Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 
e. Memiliki pengawas syariat; 
d Memiliki kemampuan teknis 

keuangan untuk melaksanakan 
e. Bersifat nirlaba; 
f. Mermiliki program untuk mendayagunakan zakat 

bag kosejahteraan urat, dan 
g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara 

berkala 

+2 
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[2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi 
sccara transparan dani BAZNAS Kabuapten dan/atau 
LAZ tentang penguampulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat 

Pasal 9 
BAZNAS Kabupaten atau LA2 merpunyai kewajiban: 
a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari 

Muzak.ki serta mengingatkan para Muzakki yang 
belum atau tidak menunaikan zakat; 

b. membeikan informasi secara transparan kepada 
muzak.ki dan masyarakat tentang pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 

c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada 
Mustahiq; 

BAB V 
PEMBIAYAAN BAZNAS, LAZ DAN 

PENGGUNAAN HAK AMIL 

Pasal 10 
(Ii Biaya operasional BAZNAS kabupaten dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(21 Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dacrah tidak mencukupi untuk biaya operasional, 
BAZNAS kabupaten dapat mcnggunakan Hak Amil 

(3) Desaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk 
biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diteta pkan sesuai dengan syariat Islam dengan 
tempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, 
dan cfisiensi dalam pengelolaan zakat dengan 
persetujuan bersama bupati dan DPRD 

Pasal 11 
Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
0 ayat (I) dan ayat (2) BAZNAS kabupaten dapat 
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintaban di bidang agama. 

Pasal 12 
Biava operasional LAZ dapat dibebankan pada APBD 
dan/atau Hak Ami yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan 
aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam 
pengelolaan zakat dengan persetujuan bersama Bupati 
dan DPRD. 

14 ' 
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sampai dengan akhir bulan Desember. 
t2) Pengurpulan Zakat mal dapat dilakukan dalam 

bentuk barang dan dalam bentuk setoran langsung 
ke Rekening Bank yang ditunjuk oich pejabat yang 
berwenang 

(3) Tata cara, prosedur dan mekanisme Pengumpulan 
Zakat scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

BAB VI 
PENGUMPULAN ZAKAT 

Pasal 13 
(1} Zakat terdin atas zakat mal dan zakat titrah 
[2 Harta yang dikenai akat adalah: 

a.emas, perak, an logam mulia lainnya, 
buang dan surat berharga lainnya; 
c permagaan; 
d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan, 
e peternakan dan perikanan 
f pertambangan, 
g. perindustrian 
h pendapatan dan jasa, dan 

rikaz 
(3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan 

waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama 

8 

mulai awal bulan Januari 
Pasal 14 

zakat (1) Pengumpulan 

Pasal 15 
(l) Sasaran pengumpulan zakat adalah para Muzakki 

terduri dari 
a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari 

pimnpinan dan karyawan dari: 
• Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD, 

2. Lembaga mnstansi vertikal ( Kementerian /Non 
Kementerian), 

3. Perusahaan Dacrah/Negara; 
4 Perusahaan Swasta 

b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta 
dan perusahaaan Daerah/Negara termasuk para 
Kontraktor, Konsultan , pedagang dan pengusaha 
yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi 
dan/atau Asosiasi di Kabupaten Kolaka Timur 

(2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh 
BAZNAS Kabupaten Untk Tingkat Wilayah 
Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari 
a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga 

Pemerintah tingkat Kecamatan sampan 
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Desa'Kelurahan 
b.Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang 

berada dalarn wilayah tingkat kecamatan 
c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah 

Kecamatan 
133) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam 
Pengumpulan Zakat, infak dan sedekah bag peg awa 
negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 
melali pemotongan 89J 

(4) BA2NAZ Kabupaten dapat bekerja sama dengan 
Pemerintahan Desa, Majelis Ta-lim, Remaja Masjid 
atau Karang Taruna di Desa/kelurahan dalam rangka 
pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan 
sedckah bagi warga didesa/keiurahannya masmng 
mnasing 

(5) BAZNAZ Kabupaten dapat bekerja sama dengan 
menfasilitasi pembentukan LAZ dan/atau menunjuk 
scbagai UPZ Majelis Ta-lim, Remaja Masjid atau 
Karang Taruna di Desa/kelurahan dalam rangka 
pangelolaan,pengumpuluan Zakat, Infak dan sedekah 
bagi warga didesa/kelurahannya masing-masing 

(6) Tata cara kerja sama dan pengurpulan dan 
pengelolaan zakat,infaq dan sedekah scbagairnana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati 

Pasal 16 
Badan Amil Zakat Kabupaten/LAZ dapat menerima harta 
sclain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, wars 
dan kafarat, dalam bentuk dana dapat dilakukan 
dengan cara langsung melali Rekening yang ditunjuk 

BAB VII 
PENDAYAGUNAAN ZAKAT 

Pasal 17 
(I Hasil pengumpulan akat didayagunakan untuk 

kepentingan fakir, miskin, amil, mualaf, gorimin, 
sabillillah dan bnu sabi 

2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 
scbagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
berdasarkan skala prioritas dan proporsional 
kebutuhan mustahiq di Kabupaten Kolaka Timur 
dcngan mcngedepankan azas dan prinsip 
keterbukaan, transparansi, akuntabel dan 
profesionalisme yang islami 

9 



(3) Pendayagunaan Hasil pengumpulan dan pengeolaan 
akat, infag dan sedekah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 15 ayat ( dan ayat (5) dikeiola dan 
disalurkan untuk didesa/kelurahan masing-masung 

wilayahnya scbesar 75% dan 25% sisanya dikelola 
epada Baznas Kabupaten 

(4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 
mekanisme pendayagunaan Zakat dan pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat [l 
diatur melalui peraturan Bupati 

Pasal 18 
(l) Hasil penerimaan infa, shadaqah, hibah, 

wasiat, waris, kafarat scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, didayagunakan terutama untuk 
saha yang produktif, bantan social dan 

kepentngan umum 
(2] Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, 

dana usaha produktf diberikan dikelola secara 
profesional ckonomis dengan memperhatikan norma 
etika brsms 

BAB VIII 
PENGHITUNGAN ZAKAT 

basil 
wasat, 

dengan 

BAZNAS 
laba atau 

pajak yang 
perundang­ 

Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku 

10 

Pasa 20 
Muzak.ki melakukan penghitungan sendiri at 
harta dan kewajiban zakatya berdasarkan hukum 
agama, 
BAZNAS Kabupaten atau Baznas tingkat kecamatan/LAZ 
da pat membantu muzakki menghitung zakat hartanya; 
Scbagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri 
dapat dipergunakan tabel zakat scbagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, 
Zakat yang dibayarkan kepada 
Kabupaten/UPZ/LAZ dikurangkan dari 
pendapatan sisa kena pajak dari wajib 
bcrsangkutan sesuai dengan Peraturan 
undangan yang berlak. 

(5 

(2 

I l I 

Pasal 19 
Prosedur dan persyaratan pendayagunaan 
pengumpulan akat, infak, shadaqah, hibah, 
wanis, kafarat akan diatur lebih lanjut 
Peraturan Bupat 



I 
I BAB IX 

PENGAWASAN, PELAPORAN 
DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

Pasai 2i 
(l) Iupati dan DPRD sesuai dengan kewcnangannya 

melakukan pengawasan terhadap kerja BAZNAS 
Kabupaten 

(2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan 
terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten 
ternasuk pengawasan terhadap pelaksanaan 
Perundang-undangan oleh BAZNAS Kabupaten serta 
prinsip-prinsip syariah 

(3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kabupaten, 
Bupati dapat meminta bantuan akuntan publik 

Pasal 22 
BAZNAS Kabupaten/LAZ. wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan 
Bupat tembusan kepada DPRD dalam setiap 6 (enam) 
bulan dan akhir tahun serta mclala; media cetak 
setahun sekali sebagai pertanggung jawaban moril 
kcpada pemberi/Muzaki 

Pasal 23 
LAZ wajib 
pengelolaan 
keagama.an 
embusan 
tahun 

menyampaikan laporan pelaksanaan 
zakat, infak, sedekah, dan dana sosial 

lainnya kepada BAZNAS dan Bupati 
DPRD dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir 

Pasal 24 
Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan 
tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor 
wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor 
kementerian agama Kabupaten. 

Pasal 25 
() Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, intak, 

sedckah, dan dana sosial keagamaan launnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 
haruas diaudit syarniat dan keuangan 

[2) Audit syariat dan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Dewan 
Syariat Nasional dan akuntan publik. 

(3) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lamnya yang 
telah diaudit svariat dan keuangan sebagaimana 

II 



- ---------- 
• 

dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) disampaikan 

kepada BAZNAS 

Pasal 26 
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22, dan Pasa 
23 memuat akuntabiitas dan kinerja pelaksanaan 
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial 
kcagamaan lainnya. 

I BAB X 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 27 
(I) BAZNAS Kabupaten/Tingkat Kecamatan atau LAZ serta 

UPZ wajib memberikan bukt setoran zakat kepada 
setiap pemberi/ muzaki 

(2) BAZNAS Kabupaten atau LAZ serta UPZ yang tidak 
melaksanakan kewajban sebagaimana dimaksud 
pada ayat [) dikenakan sanksi administratf. 

Pasad 28 
(I) BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang menerima dana dari 

nfak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya 
wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuat 
dengan syaria Islam dan dilakukan sesuai dengan 
peruntukkan yang dikrarkan oleh pemberi/Muzaki. 

(2) Pengelolaan dana dari infak, sedckah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib disetorkan ke Rekening kas umum 
BA2NAZ pada Bank Pembangunan Daerah/Bank yang 
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serta dicatat dan 
dibukukan sesuai Standart Akuntansi dalam 
pembukuan tersendiri. 

(3) BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang tidak relaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan 
ayat (2), dikenakan sanksi administratif. 

Pasa 29 
LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan 
laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, 
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan 
pemerintah daerah sctiap 6 (enam) bulan dan akhir 
tahun scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan 
sanksi administratif 

Pasal 30 
Sanksi administatif sebagaimana dimnaksud dalam Pasa! 
27. Pasal 28, dan Pasal 29, da pat berupa 
a. peringatan tertulis, 
b.penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau 
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c, pencabutan inn operasional 

Pasal 3l 
(1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30 hurut a 
dkenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang 
mnclanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. 

(2i Pengulangan pelanggaran terhadap ketentan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif berupa penghentian sementarad 
dan kegiatan. 

(3) Dalam ha! BAZNAS Kabupaten atau LAZ melakuan 
pengulangan pelanggaran ketentuan scbagamana 
dimaksud pada ayat (I) dan telah dikenai sanksi 
administratif sebag aimana dimaksud pada ayat (2), 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan n 
operasional 

Pasa1 32 
(1) Pengenaan sanksi administratif berupa permnga tan 

tertulis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 ayat 
(I) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LA 
diberikan oleh BAZNAS 

(2 Pengenaan sanksi administratif berupa 
penghentian sementara dari kegiatan dan 
pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3l ayat 2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri 

BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 33 
(I) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas 

menyidik tindak pidana, penyid.kan atas tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I, Juga 
dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang 
pengangkatannya sesuai dengan peraturan 
perun.dang-undangan yang berlaku 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik 
Pegawai Negen Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud 
ayat (l] pasal ini berwenang, 
a.menerima laporan atau pengaduan dari 

seseorang tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat tu 

ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, 
• menyuruh berhenti seseorang tersangka dan 

kegiatannya dan memeriksa tanda pengena dir 
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tersanga, 
d melakukan penytaan benda atau surat 

e mengambl sd; an dan memotret seseorang 

tersangka 
f mera.ngpl orang untu didengar dan dipeniksa 

sebagai tersangka atau saksi, 
g mendatangkan orang ahl yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian peryidikan setelah 

menda pat petunjuk dari penvidik umum bahwa 
tidak terdapat cukup bukt atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjuyd melalui penyidik umun 
memberitahukan had tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau ke luarganya; 
megadakan tndakan lain menurut 
ukum yang dapat dipertanggungiawabkan 

(3 Penyidik egawait Negeri Sipil membuat Beriua 
Acara sebagai tindakan tentang 
a. pemneniksaan tersang% 
b. pemasukan rumah; 
c. penyitaan baran&. 
d. perneriksaan saksi; 
e. pemeniksaan tempat 

mengrimkannya kcpada 
melalui penyidik PolisiNegara 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 34 
Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan 
tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BAB XIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 35 
Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten, 
Pemerintah Kabupaten menyiapkan fasilitas sarana an 
prasarana serta membantu biaya operasional an 
dianggarkan dalama Anggaran Pendapatan dan Belana 
Daerah 

H 

kejadian, dan 
Kejaksaan Negen 
Republik Indonesia. 



l 
BAB xrv 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 
Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 
gar sctap orang dapat mengetahuuya 
pengundangan Peraturan Daerah 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Tenur 

tanggal 

memerinta hkan 
ini dengan 

Kabupaten Kolaka 

Ditetapkan di Tirawuta 
al 25 -01 ­ 2016 

UR. / 

I 
I 
I 

I 
' 

Diundangkan di Kolaka Timur 
pada tanggal 25 - 01- 2016 

PIt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

7lei 
ANDI MUH. IQBAL TONGASA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR % 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINS 
SULAWESI TENGGARA ( /2016 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR L TAHUN 2016 
TENTANG 

PENGELOLAAN ZAKAT 

PENJELASAN UMUM 

I 

Zakat scbagai rukun Islam merupakan kewajban setiap muslim 

yang mampu untuk membayamya dan diperuntukkan bagi mereka 

yang berhak menerimanya. Dengan pengciolaan yang batk, zakat merupakan 
sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajkan 
kesejahttraan mum bagi seluruh masyarakat 

Karena itu, agar pengelolaan zakat 
profesional dan bertangang jawab, secara 
dengan diterbitkannya Undang- undang Nomor 
Pengelolaan Zakat 

Selanjumya untuk implementasi pengeioiaan 
Kolaka Timur, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan 
Daerah. 

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakaT 

juga mencakup pengelolaan infa, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan 
kakarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pclaksanaan, 
pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bag muzaki, 
mustatiq dan Badan Amil Zakat selaku pengelola 

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentk 
Badan Ami Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota 
negara, BAZNAS provinsi, dan selanjutnya di tingkat Kabupaten vat 
BAZNAS kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pererintah 
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 
melalu; Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan 
tugas pengelolaan zakat secara nasional.Untuk membant BANAS dalam 

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 
rhasyarakat dapat rembentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan 
LAL wajib mendapat iin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas 
pclaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zkal 
yang telah diaudit syariat dan keuangan 
Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap 

pengeiolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
Wilayah Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan 
kewajiban muzakki can Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan 
zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat In, 

potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kabupaten 
Kolaka Timur dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, 
didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerauaan 
ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah serta kemaslahatan 

umnmat 
Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatan 
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untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap 
harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah 
II. PENELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1Cukup Jelas 

P-,-' 2 r--.,�,� T.--h« at44 

Pasal 3 Cukup Jelas 
Pasal 4 vat [I Cukup jelas 

Avat [2) Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kolaka 
Timur yang akan diusulkan kepada Menter. terlebih dahula diproses 
atau diselcksi oleh tm yang dibentuk dengan Keputusan Bupat 

yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, MUI, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Kantor Departemen Agama dan tokoh masyarakat dan 
scbelumnva diberitahukan kepada BAZNAS untuk mendapatan 
rekomendasi 
Pasal 5Cukup Jelas 
Pasal 6Cukup Jelas 
Pasat 7 Cukup Jelas 
Pasa 8 Avat (I) Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatya melalui Badan 
Aml Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa 
pentngnya lemnbaga pengeiolaan akat tersebut, agar potensi zaka II 
dapat dikelola dengan baik untk pemerataan ekonomi dan peningkatan 
ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya 

Ayat (2) Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup 
Jelas 
Pasal IO Ayat (I) Cukupjelas 
Ayat (2) Hak Ami! dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang 
terkumpul di atur dalam Keputusan Bupati. Semua anggota Amil Zakat 
dibenikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan deng an 

tgasnya dan tdak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih 
besar dari semestinya maka pcrjanjian mengupah batal, maka jumah 

yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang 
lain 
Pasal II Cukup elas 
Pasal 12 Cukup Jelas 
Pasal 13 Ayat tl) Cukup jclas 
Ayat (2) Hurufa s/d hurufhCukupjelas 

Hurufi Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan 
Pasal 14 Cukup Jelas 
Pasal 15 Cukup Jelas 
Pasal 16 Cukup delas 
Pasal 17 Ayat (1) Cukup jclas 
Ayat (2) Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang. 

perumahan, pendidikan, dan kesehatan 
Pas.al 18 Avat (1 Yang dimaksad dengan usaha produktif adalah 

17 



I I 

usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, 
kesejahteraan masyarakat 

Ayat (2) Cukup jelas 

taraf hidup, dan 

I 

Pasal 19 Cukup Jelas 
Pasad 2O Ayat (I Cukupjelas 

Ayat 12) Ayat (3) Cukup jelas 
Avat (41 Pengurangan zakat dari laba' pendapatan sisa kena Pala 
dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajoan 
rembayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memac 

kesadaran membayar pajakK. 
Pasal 21 Cukup Jelas 
Pasal 22 Cukup Jelas 
Pasal 23 Cukup Jelas 
Pasal 24 Cukup Jelas 
Pasad 2S Cukup Jelas 
Pasal 26 Cukup Jelas 
Pasal 27 Cukup Jelas 
Pasal 28 Cukup Jelas 
asad 29 Cukup Jelas 
Pasal 30 Cukup Jelas 
Pasal 31 Cukup Jelas 
Pasal 32 Cukup Jelas 
Pasal 33 Cukup Jelas 
Pasal 34 Cukup Jelas 
Pasal 36 Cukup Jelas 
Pasal 36 Cukup Jeias 
Pasa1 37 Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 

2016 NOMOR 
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LA MPIRA 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR TAHUN 20I6 
TEN'TANG PENGELOLAAN ZAKAT 

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI 

HASIL-HASIL PERTAMBANGAN 

2,5% TTia 
Tahun 

JENIS HARTA NISA KADAR 
' Tambang Emas Senilai 91,92 Gr 2,5% 

Emas Murn . - - 
Tambang Perak Senila 91 92 G 2s 

Emas Murni - Tabang Timah, Platna Best, senilai 91,92 Gr 12,5% 

Senila1 91,92 Gr 
Emas Murm 

, Tcmbaf;a scrta � Em.is Mlirrn 
I Tambo.n11; Batu-batunn sept>rtl Semlai 9 l ,9-2 Gr 

bata bara. Marmer, dan Emas Murr 
sejensnya r -- - 
Tambang Minyak dan Gas 
serta tambang sejenis lainnya 

2,5% 

WAKTU 
--' 

Tap 
Tahun 
Tiap 

' Tahun 
Tiap 
Tahun 

Tiap 
Tabun 

KADAR WAKTU KETERANGAN 
Jika belum 

2.5% no mencapai nisab 
dari waktuya 

Tahun dianjurkan 
berinfak atau 
bersedekah 

25 % Tap 
Tahun Gr Emas 

Murm 
Biro, Salon, 
TnsportasI, 
Perbengkelan, 

I 
AKuntdn. Artn,, 
MC/moderator dsb 

PENGHASILAN TETAP DAN JASA ( PROFESI ) 

JENIS HARTA NISAB 
"" "r I.":rrrr; Pendapatan, gaji, Senilai 

honorarium, lembur, 91, 92 

e 
Jasa knsultan, Notaris, Senilai [ 
Komsioner, Trave 91, 92 



I • 

HASIL PERT A NIAN DAN PERKEBUNAN 

[ __ JENIS HART A I NISAB KADAR WAKTU KETERANGAN 

Padd 815Kg I 5%jika airnya 

Beras/ [5-10% Tap Panen jusah dan 10, 
[1.81 o/. J•ka mcnya I Kg mudah 

Gabah I Bijt - bi/tan: ' ' 
Jagung, kacang, kedclai, Idem '5.10% Tiap Panen Idem 
ds.b I 

' Tanaman Htas : 
Anggrek dan segala jenis Idem 5 10 % ' Tiap Panen Idem 

bunga bungan 
Rumpuut- rumputan : 

� 

.5- 10 % I T1ap Pancn I Rumput Hias, Tebu, den Idem 
Bambu, dsb --- 
Saur - saran : I I Bawang, Wortel, Cabe, Idem 5-10% ' Tiap Panen Idem 
dsb ' 
Segala jenis tumbuhan • [em 5-10% Tiap Panen Idem ,_ 

HASIL PETERNAKAN 

Untah ekor 
25- 34 
ekor 
35-45 

2 

• 

. . 
JENIS HARTA NISAB KADAR WAKTU KETERANGAN 

,- 
Kambing , Domba 40-120 1 ekor Tiap Setiap 
Dan Br biri ekor Domba Tahun bertamba JOO 

Umur l ekor zakat 
Tahun tambanan 

kacangan ekor domba 
2 Tahun umur I/ 

' 
kacangan 

. 3o ha umur 2 tahun 
Sapi, Kerbau dan ekor 
Kuda atau 40 ] domba umur 

ekor I tahun/ 
kacangan 
umur 2 
tahun 



• 

----- 
ekor 
46-60 
ekor 
61-75 
ckor 
76.90 
eor 
91-124 
ekor 

RIKAZ ( Barang Temuan ) 

1 

JENIS HARTA 
HARTA Terpendam t 

' harta karun 
peninggalan harta 
non muslim) 

NISAB 
Senilai 91, 92Gr 
Emas 

ZAKAT FITRAH 

KADAR WAKTU --------�--- 
Saat 

memperolehnya 20 % 

mnakanan 
pOkok 

Makanan 
Untuk 
Keluarga 

sebelum 
sholat idul 
fiti 

27Kg -- 

Jens usAs TADA 

HARTA ,l Bisa berupa Mempunyai 
uang Kelebihan ] 2,7 Kg 

WAKTU KETERANGAN] 

' -� 
Akhir bulan Menurut 
ramadhan Mazhad 3,7 Kg 

Menurut 
Mahmud 
Yunus Kadar 

JENIS PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN 

- 
JENIS HARTA NISAB 

Industri Seperti Semen, 
] Pupuk dan Testil dan Senilai 91, 92 
' ; Barang Sejenisnya Gr Emas Murni 
' 
f----------- 

Perdagangan 
Ekspor/Inpor, 
ontraktor, Real 
Estate, Gr Eras Murni, 

; Percetakan/ penerbitan, 

KADAR 

25 % 

25% 

WAKTU 

Tiap Tahun 

Tia.p Tahun 

3 

Seria1 91, 92 



Tiap Tahun 25% Senila1 91, 92 
Gr Emas Murm I 

" .���-,-----t---+--� I Usaha Perhotelan, 
Tempat Hiburan, 
Restoran, dan Usaha 
Sejenisnya 

• swalayan/supermarket, 
dsb 

ENIS HART» 

Eras Murni 
Pertiasan, 

JENIS, EMAS, PERAK DAN UANG 

KADAR 

I 
Semla, 91, 92 
Gr Emas Murai , 2,5% 
Senilai 91,92 Gr 

WAKTU 

Trap Tahun 

Tiap Tahun 

Tiap Tahun 

Tia p Tahun 

Tiap Tahu 

Tiap Tahun 

Tiap Tahun 

2.5% 

2,5% 

2,5 % 

2,5% 

2,5% 

]Senilai 91,92 Gr 
Emas Muri 

[Senilai 91,92 Gr 
[ E:rnas Murm 

Senilai 91,92 Ge 
]Emas Murat 

I 
Pciabman, dan Emas Murn1 
perlengkapanRumah [ 

11 ;:,riggd dari emas t 
·rc1ak -I Seni!a1 91,92 Gr 

Emas Murni 2,59% 
Pertiasa,"""} TT 
Perabotan, dan Senilai 91,92 Gr 
perkngk,1panRumah I £mas Murni 
Tangga dari Perak 

[Logam Mula seiain 
pcrak seperti 

�pl�nnna dan \,tng 
serenisnya 
Batu Permata 
Seperti Jntan, 
Berlian, dan 
Sejenisnya 

[Vang simpana 
Deposito dan Giro 
serta seyensnya 

I 
.I 
l 

. ' 

Ditetapkan di Tirawuta 
pada tanggal 2016 

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

H. ANWAR SANUSI 




